
KEPTITUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERDNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. I12 /M.PPN/HK/O6/ 2015
TENTANC

PENXTAPAN STA I-t]S PENGGI]NAAN BARANG MILIK NEGARA

BERUP  PERAIATAN DAN MESIN SILAIN KXNDARAAN BERMOTOR PADA

KEMDNTDRIAN PERINCANAAN PIMI]ANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANA/TN PEMBANGT]NAN NASIONAL

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionrl/

Kepala Badan Perencrnarn Pembrngunar Na$ional

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PIRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

Mengingat

bahwa dalam raru;ka penyelen3lqaraan iugas dan fungsi Mentcri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Peieflcanaan

Pernbangunan Nasional selaku Pengguha Baran8 perlu nlenetapkan

status peng8ruuan BaranS Milik NeSara;

bah$-a tsarang Milik Negara berupa Peralatan.lan Mesin selain

kcrdar:.an bernlotor pada Kenrenteda Perencanaall Petrrbangunan

liasional/Eaclan Perencanaan Pembangunan Nasional yatls lidak
lrenriliki bukti kepemiiikan denSan nilai perolchan sampai dengan

Rp. I00.000.000,- (seratus jirta rLrpiah) per unit/satuan juSa perlu

ditctapkan status penSSunaannya;

bahwa berdasarkar pedinrbangan sebagaimana dimaksud dalam
humf a dan hru'uf b, perlu menetapkan Keputusan Mented
Perencanaan PembanSurlan Nasional/Kepala Badan Perencanaa[
Pen1baruiunan Nasional terrtang Pelletapan Status PensSunaan tsar.ang

Milik NeSara belupa Per4iatan dan Mesin Selain Kendaraan Berlnotor
pada Kerllenterian Perencafla4n Pembangunan Nasio[allBadan
lerencanaan PembanSullan Nasional;

flndahg-Lhdang Nomor I Tahun 2004 teniarg Perbendaltataan

Negara (l"enlbalan l'"ega1a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tanbahan Lcnrbalan Negara Rcpublik Indonesia Noftor 4355):

Peraturan Penrerintah Nol or 27 Tahun 2014 tentang Pen8elolaan

BaranS Milik Negara/Daemh;

Pe|afurar1 R.esiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Keftenterian

Pere[canaan Fcnrbargunan Nasional;
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Menetapkan

PERTA,\4A

KEDUA

KETICA

KEEMPA I

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2Ol5 tefltar$ Red^

Per€ncana4n Pembangu[an Nasional;

5. Peraturan Presidefl Nomor 7 Ta,I.nr. 2015 tentang Organisasi

Kementerian Ne8arai

6. Peraturall Mehteri Negara Pererrcattaar. Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Percncahaafi Pembangunafl Nasional Nomor

PER. OOs,/M.PPN/ 10 / 2OO7 tentang orSanisasi dan Tata Keda

Kementerian Negara Perencanaan Pembanguna[ Nasional/Badan

Perencanaafl Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan denSan Peraturan Mented Percncanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunall

Nasional Nomor 3 Tahur. 2014\

7. Peraturan Mefl teri Keuantan Nomor 246/ PMK.O6 / 2O1 4 leflt^ngTata
Cara Pelakanaan PeflSSunaan BaranS Milik NeSara;

MXMUTUSKAN:

KXPUTUSAN MXNTERI Pf,RENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGI]NAAN BARANG MILIK NEGARA

BERUPA PERAI,ATAN DAN MISIN Sf,LAIN KENDARAAN BERMOTOR PADA

KEMENTf,RIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI.

Menetapkan Status PenSSunaan Barang Milik NeSara berupa Perulat^n dan

Mesin Selain Kendaraafl Bermotor pada Kemenleriafl Perencanaan

PeftbanSunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasioaal

seba8aimana tercantum dalanl La11lpiran Keputusan ifli

Nilai BaranS Milik Negara sebagainuna dimaksud dalam Diktuft PERTAMA

seluruhnya sebesar Rp. 34.498.865.026,00 (ti8a puluh empat miliar empat

ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enarh puluh lima ribu dua

puluh enan rupiah).

Barang Milik NeSara sebaSaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA

dicatat dalam Daftar Barang Kuasa PenSSuna pada Kuasa Pen88nfla Rarar.g

dan Dafta. Barang PenSSuna pada PenSSuna BaranS.

Menteri Percncanaafl Pembangunafl Nasional/Kepala Badan Ferencanaan

Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/sekretaris Utama Badan Pereflcana_an

PembanSunan Nasional selaku Kuasa Pen88ufla Bara S dapat melakukah

pefia/lfa lafi atau pemindahtanganan BaranS Milik Negara sebagaimana

dimaksud .lalant Diktum PERTAMA kepada pihak lai[, setelah mendapat

persetujuan Menteri Keu4ngan selaku Pengelola Barang sesuai dengan

ketentlran peMturan perundairs-undangan.
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padrlatrgg l 30 Juni 2015

&**,,rr*r*ao*o 
'EMBANGTJNANNAsIoNAr./KEPAI.A. BADAN PERXNCANAAN PEMBANG NASIONAL.

OF A.

Tembusan Kepuhrsah ini diMmpaikan kepada Yth:

I. Ketua Badan Pemeriksa Keuangafl;

2. DirektuJenderal KekayaanNeSara, Kementerian Keuangan;

3. Direktw Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

4. Sekreta s Kementerian PPN/S€kretaris Utama Bappenas;

5. Inspektur Utama, Bappenal;

6. Kepala Biro Umunl, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Kepala Biro Perencanaan, orgaflisasi dan Tatalaksana, Ke eflterian PPN/Bappenas;

8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN /Bappenas;
9. Kepala Kafltor Pelayanan Kekayaan NeSar^ dan lElangJakatla I, Kantor Wilayah II,

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian KeuanSaII;

10. Yafl8 bersangkutah.

: PerSSuna Barang wajib melakukan monitorinS dan evaluasi atas

peng8unaan BaranS Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA.

: Segala biaya yanS diperlukan dalam rungka pengamanan dan

pemeliharaan BaranS Milik Negara sebaSaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA dibebankan pada A&88ar ^ Pendapatan dan Belania Ne8ara

Kementerian PPN/Bappenas.

: Kepuhrsan ini berlaku sejak tanSSal ditetapkan.


